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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan diatas, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan, yaitu : 

1. Bahwa peraturan tindak pidana Contempt of Court di Indonesia perlu untuk dibentuk 

di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sebuah Undang-Undang 

tersendiri, karena keberadaan dan adanya eksistensi dari Undang-Undang tindak 

pidana Contempt of Court yang komprehensif dapat berperan dalam mendidik 

masyarakat untuk menghormati lembaga peradilan, menjaga harkat dan martabat dari 

lembaga peradilan sebagai salah satu bentuk kekuasaan kehakiman yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, serta dapat memberikan penegakan hukum yang lebih 

optimal dengan sanksi yang lebih berat jika yang melakukan perbuatan Contempt of 

Court adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Dibentuknya Undang-Undang tindak 

pidana Contempt of Court sudah sesuai dengan Undang-Undang No 14 tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung, yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Butir Ke-4 

yaitu "maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap 

perbuatan, tingkah laku, sikap, dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan 

merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan", ini 

menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang mengharapkan regulasi terhadap 
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masalah Contempt of Court disusun dalam sebuah undang-undang, bukan dalam 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

2. Kendala dalam pembentukan peraturan tindak pidana Contempt of Court di luar Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sebuah Undang-Undang tersendiri 

diataranya, adanya anggapan bahwa Konsep peraturan Contempt of Court dalam 

konsep peradilan pidana di Indonesia tidak tepat digunakan. Konsep Contempt of 

Court hanya dikenal dan diterapkan di negara-negara yang cenderung menganut 

sistem adversary, sedangkan Indonesia menganut sistem non adversary model-

inqusitorial. Kendala lainnya, yaitu ada anggapan bahwa adanya aturan yang 

mengatur khusus Contempt of Court dapat mengganggu kebebasan pers di Indonesia. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, Penulis 

memberi saran, yaitu : 

1. Undang-Undang tindak pidana Contempt of Court di Indonesia haruslah dibentuk, 

karena aparat penegak hukum seperti hakim atau jaksa memerlukan sebuah payung 

hukum yang jelas dengan sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan perbuatan 

Contempt of Court, agar para aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dan 

fungsi mereka sebaik-baiknya. Adanya Undang-Undang Contempt of Court yang 

jelas dengan sanksi yang tegas tidak hanya semata-mata untuk melindungi aparat 

penegak hukum saja, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan peradilan dan proses 



63 

 

 
 

persidangan yang baik dan tertib, guna menghasilkan putusan pengadilan yang 

memenuhi rasa keadilan. 

2. Terhadap kendala-kendala dalam pembentukan peraturan tindak pidana khusus 

Contempt of Court, penulis menyarankan agar lebih banyak sosialisasi ke masyarakat 

serta diskusi terbuka bersama lembaga-lembaga atau pihak-pihak terkait. Sosialisasi 

dan diskusi ini bertujuan untuk memberitahu bahwa konsep atau peraturan khusus 

Contempt of Court perlu untuk dibentuk, dan adanya peraturan khusus Contempt of 

Court tidak bertentangan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, serta tidak 

mengganggu kebebasan pers di Indonesia. 
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